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PUTUSAN
Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pal
ANy T
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
I - 0at dan tanggal lahir: Palu, 23 Februari
1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal i |
. <ccamatan Palu
Timur, Kota Palu, sebagai Penggugat;
Lawan
v
tempat dan tanggal lahir: Palu, 16 Maret 1993, umur 30
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di || EGcNGNGE
!
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor
105/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

pada tanggal 16 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Kutipan
Akta Nikah Nomor: | I tangoal 16 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bali selama kurang lebih 3
tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing
bernama:
3.1
(laki-laki), NIK 727103170710005, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Juli
2015/8 tahun 6 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan
Penggugat;
3.2 [
Hl (aki-laki), NIK 7271035012170001, tempat tanggal lahir, Palu,
10 Desember 2017/6 tahun 1 bulan, sekarang berada dibawah
pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak awal tahun 2017;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:
5.1.Tergugat yang sering berprasangka buruk dan menuduh
Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;
5.2. Tergugat yang cemburu berlebihan dan tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat sejak awal tahun 2018;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
memuncak terjadi pada awal tahun 2018, dimana Tergugat menuduh
Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain bahkan menuduh
Penggugat menyukai saudara sepupu Tergugat. Sehingga karena masalah
tersebut Penggugat lalu pergi meninggalkan rumabh;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan

Tergugat berpisah rumah pada awal tahun 2018 sampai sekarang selama
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kurang lebih 6 tahun 3 minggu lamanya, dimana Penggugat yang pergi
meninggalkan rumah;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Palu c.g Majelis Hakim agar memutuskan sebagai
berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (I EGcNNGNGNGNGNGEGEG
) <cpada Penggugat (I
)

3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;
Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 25 Januari 2024, yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: | I lGIIIIIN. tanooal 16
Maret 2015, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota
Palu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;
1. Saksi:

. [ 22" kandung Penggugat), umur 69 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di | N
I (i bavvah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak,
saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak awal tahun 2018, sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih
6 (enam) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak
berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri:
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah pernah berupaya untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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2. I (<2<ak kandung Penggugat), umur 38 tahun,
agama lIslam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di | N
I ¢ bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak,
saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2017 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat
dan Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak awal tahun 2018, sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih
6 (enam) tahun;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak
berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri:

- Bahwa saksi bersama keluarga sudah pernah berupaya untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) RBg jo.
Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat
telah diberikan penasehatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim
akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita
angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Penggugat dan
Tergugat (bukti P), sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam
perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai
gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk
perkara diatas, dan puncaknya pada awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
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pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, bukti P tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285
dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa
perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex
generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat
diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami
istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih
perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau
penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu
mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat
dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang
meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula alat bukti 2 (dua)

orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan
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secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang
diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg., kedua orang saksi Penggugat tersebut
secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang
saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau
Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2017 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat
cemburu berlebihan terhadap Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak saling
peduli lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat
telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling
bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 16 Maret 2015;

- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus disebabkan Tergugat cemburu berlebihan terhadap
Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak saling peduli lagi sebagai
suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri,
keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara

Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim
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berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa
disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah
satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai
suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat
terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan
terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk
dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan
mendatangkan rasa tidak aman, mudharat atau mafsadat daripada maslahat
bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam
menghindari mudharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil
manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat
dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan
dengan dalil syar’i:

1.
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi:

dlas)l cl> Gle paio awlaalls o
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Artinya: “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan”

2. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid Il halaman 405 sebagai berikut:

589w ol pueluall 8= o SI> Gl (85 o
J 5>V olls

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk
orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf ¢
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan
Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra

Tergugat (I ) (<rhadap
Penggugat ()

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (I EGczczNzGzGzGNGzgGGEG
) tcrhadap Penggugat (NN
)

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab
1445 Hijriah, oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha,
M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.l. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd.

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota Hakim Anggota,
ttd. ttd.
Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp 30.000
b. Panggilan Pertama Penggugat Rp 10.000
C. Panggilan Pertama Tergugat Rp 10.000
d. Redaksi Rp 10.000
e. Pemberitahuan isi putusan Rp 10.000
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2. Biaya proses Rp 75.000
3. Panggilan Rp210.000
4. Pemberitahuan isi putusan Rp110.000

5. Materai Rp 10.000
Jumlah Rp475.000
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
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